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ABSTRAK 
Kesenjangan gender atau perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap akses dan kontrol 
dalam pengambilan keputusan pada aktivitas perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna masih tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan gender pada pemanfaatan perikanan skala 
kecil di Kabupaten Natuna; dan merumuskan strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Data yang 
digunakan adalah data primer yang terpilah gender. Data primer dikumpulkan pada bulan Agustus 2019 
terhadap 52 responden nelayan penangkap ikan skala kecil di 5 (lima) kecamatan di Pulau Bunguran – 
Kabupaten Natuna. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan software excel untuk memperoleh 
persentase tiga keputusan responden pada 5 kecamatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan 
pengambilan keputusan pada perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh laki-laki. 
Kesenjangan gender terjadi pada aktivitas persiapan penangkapan ikan, kegiatan penangkapan ikan di 
laut, paska panen (penangkapan) ikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna perlu 
merancang program stimulasi ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi perempuan dan memberi 
peluang partisipasi terhadap istri nelayan dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkannya dalam 
kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) atau pengurus armada penangkapan ikan.
Kata Kunci: kesenjangan gender; perikanan tangkap skala kecil; kesetaraan gender, Natuna
ABSTRACT 
The gender gap or the different role of access and control among men and women on the decision 
making process in small scale fishery activities in Natuna is remain high. The purpose of this research 
is to analyze the gender gap in small-scale fisheries utilization and to provide the strategy to achieve 
gender equality. Gender disaggregated primary data were collected in August 2019 from 52 respondents 
of the small scale fishermen in 5 sub regency in the Bungguran Island of Natuna Regency. The data were 
processed using excel software to find out the percentage of 3 reasons for respondent participation. The 
findings shows that decision maker is dominated  by fishermen. The gender gap occurred in preparation 
process of the fishing activities, fishing activities, and post fishing activities. Therefore, government of 
Natuna Regency must prepare the economic stimulus program for providing labor opportunities for 
women, encourage the participation of the fishermen’s wife in decision making process by involving 
them in fish auction activity or as manager of fishing fleets.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Gender merupakan konsep sosial, relasi 
laki-laki dan perempuan mengenai perannya 
di dalam masyarakat, komunitas, dan keluarga 
(Barclay, et al., 2019; Ponthieux & Dominique, 
2015). Gender menjadi isu pembangunan perikanan 
karena ada perbedaan kekuatan akses, kontrol 
serta partisipasi laki-laki dan perempuan dalam 
pengambilan keputusan (Bennett, 2005; Lopes, 
Duarte, & Tilley, 2020). Kasus ketidaksetaraan 
gender sudah pernah terjadi di Jawa saat program 
revolusi hijau (Sofiani, 2009; Dunham, 2008), 
serta program tambak inti rakyat di Pantura Jawa 
dilaksanakan (Zulham, 2020). Winarno (2003) & 
Dunham (2008) menyimpulkan bahwa perempuan 
di Jawa tidak memperoleh akses dan kontrol 
serta manfaat dari dua program itu. Lebih lanjut, 
Dunham (2008) meyebutkan bahwa program 
tersebut justru menimbulkan kesenjangan sosial di 
dalam masyarakat. Perempuan tidak memperoleh 
akses dan kontrol terhadap keputusan alokasi 
penggunaan sumber daya pada program tersebut, 
sehingga mereka tersisih dari pekerjaan yang 
biasa dilakukan (Rahayu, 2016).  
Menurut konsep Women in Development 
yang digagas oleh Moser (1993), perempuan 
diikutsertakan dalam program agar mendapat 
equitas, sehingga memperoleh kesejahteraan. 
Namun, faktanya perempuan sulit mendapat 
equitas, karena akses dan kontrol tidak diperoleh, 
seperti pada program revolusi hijau dan tambak 
inti rakyat yang telah disebutkan di atas. Pada sisi 
lain konsep Gender and Development (Levy, 1996) 
dikembangkan untuk mendorong kesetaraan 
laki-laki dan perempuan melalui akses, kontrol, 
partisipasi dan manfaat dalam keputusan alokasi 
berbagai potensi sumber daya dari program 
pembangunan.  
Pemerintah Indonesia berupaya 
menghilangkan kesenjangan tersebut melalui 
pengorganisasian perempuan dalam kelompok-
kelompok usaha, sehingga mereka mendapat 
akses dan kontrol terhadap berbagai kegiatan 
pembangunan (Moser, 1993; Hakiki, et al., 2019). 
Pada masyarakat perikanan, pengorganisasian 
perempuan dilakukan melalui kelompok-kelompok 
usaha, seperti Kelompok Pengolah dan Pemasar 
(Poklahsar) dan Kelompok Usaha Bersama 
(KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 
(Kurniawan, Triyanti, & Nurlaili, 2020; Shafitri, 
Triyanti, & Zulham, 2020). Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Natuna (2020) mencatat pada 
tahun 2019, jumlah Poklahsar, KUB, dan Pokdakan 
masing-masing 82 kelompok, 172 kelompok, dan 
132 kelompok. Pengorganisasian perempuan 
dalam kelompok tersebut merupakan strategi agar 
perempuan berpartisipasi di dalam perekonomian, 
sehingga mereka dapat memperbaiki ekonomi 
rumah tangga (Triyanti, Shafitri, & Kurniawan, 
2020). Di Cituis Kabupaten Tangerang mendorong 
perempuan bekerja pada berbagai kegiatan 
produktif (Hikmah, Nurlaili, & Soejarwo, 2020). 
Hikmah et al. (2020) melaporkan juga perempuan 
di Cituis mendapat akses meminjam uang di 
koperasi untuk membiayai kegiatan penangkapan 
ikan yang dilakukan suami.
Ketidaksetaraan gender terkait dengan 
akses serta kontrol laki-laki dan perempuan pada 
masyarakat perikanan di Kabupaten Natuna perlu 
diidentifikasi paska implementasi Sentra Kelautan 
dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa yang 
dibangun untuk  mengembangkan perekonomian 
dan perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna dan 
memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat perikanan tersebut 
(Wardono, Muhartono, Apriliany, Hikmah & 
Zulham, 2020; Zulham, Subaryono, & Regy, 2017). 
Pada masyarakat perikanan Natuna, perempuan 
dipersepsikan mengerjakan urusan domestik dan 
laki-laki melaksanakan pekerjaan produktif mencari 
uang (termasuk menangkap ikan di laut). Norma 
sosial seperti itu telah menyebabkan perempuan 
hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja 
(domestik) dan sulit memperoleh akses dan kontrol 
terhadap kegiatan produktif dalam perekonomian 
atau menjadi sub-ordinat laki-laki pada berbagai 
aktivitas perekonomian (Rahayu, 2016; World 
Economic Forum, 2014). Pada pengurusan 
membongkar ikan & perdagangan ikan di tempat 
pendaratan ikan akses perempuan terhadap 
kegiatan tersebut adalah nihil, karena keputusan 
pada lokasi pendaratan ikan didominasi oleh laki-laki. 
Akibatnya, berbagai kegiatan perekonomian yang 
potensial berkembang di tempat pendaratan ikan, 
seperti usaha pengolahan ikan atau pedagang 
eceran tidak terwujud.
Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada 
2 (dua) tujuan utama, yaitu 1) menganalisis 
kesenjangan gender pada aktivitas perikanan 
skala kecil di Kabupaten Natuna; 2) merumuskan 
strategi untuk mencapai kesetaraan gender pada 
masyarakat perikanan skala kecil di Kabupaten 
Natuna.
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Pendekatan Ilmiah
Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 
2019 di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Natuna, 
yaitu; Bunguran Selatan, Bunguran Timur, Bunguran 
Timur Laut, Bunguran Utara, dan Pulau Tiga. Data 
yang dikumpulkan adalah data primer terpilah 
gender yang dikumpulkan dari 52 responden yang 
dipilih secara acak untuk mendapat informasi 
tentang akses dan kontrol, serta partisipasi laki-laki 
dan perempuan terhadap berbagai aktivitas pada 
perikanan skala kecil. Data yang dikumpulkan 
diolah dengan statistik sederhana yang hasilnya 
dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan 
fenomena lapangan. Analisis akses dan kontrol 
peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan 
keputusan pada berbagai aktivitas ekonomi 
di dalam pemanfaatan perikanan skala kecil 
digunakan untuk mempelajari peran perempuan di 
dalam masyarakat perikanan di Kabupaten Natuna. 
Analisis prescriptive (Lepeniotia, Bousdekisa, 
Apostoloua, & Mentzas, 2020) digunakan untuk 
menyusun strategi kesetaraan gender pada 
perikanan skala kecil berdasarkan data dan 
informasi yang diperoleh. Analisis yang terakhir ini 
memanfaatkan semua informasi dan data lapangan 
untuk menyusun langkah langkah strategis untuk 
mendorong peningkatan partisipasi perempuan 
(istri nelayan) berkontribusi pada perekonomian 
Kabupaten Natuna.
KESENJANGAN GENDER PADA AKTIVITAS 
PERIKANAN SKALA KECIL
Perempuan pada aktivitas perikanan skala 
kecil merupakan bagian dari angkatan kerja di 
Kabupaten Natuna. Data terpilah gender dari BPS 
Kabupaten Natuna tentang jumlah perempuan dan 
laki-laki yang bekerja pada kegiatan perikanan 
belum tersedia. Terkait dengan hal itu, perempuan 
di Kabupaten Natuna tidak menangkap ikan ke 
laut, tetapi perempuan bisa ikut serta di dalam 
keputusan-keputusan untuk menangkap ikan ke 
laut, karena keputusan itu berpengaruh terhadap 
ekonomi rumah tangga nelayan. Oleh sebab itu, 
pengamatan lapangan tentang peran perempuan 
di dalam pengambilan keputusan dijadikan acuan 
menjelaskan fenomena gender pada perikanan 
skala kecil. Partisipasi  perempuan terhadap 
keputusan pemanfaatan perikanan skala kecil, 
termasuk di Kabupaten Natuna dipengaruhi 
oleh norma dan budaya, stereotype pekerjaan 
terhadap perempuan, politik program bantuan 
(Groenmeyer, 2015; Harper, 2016; Paul & Meena, 
2016; Rahmawati & Abdulkadir-Sunito, 2013), serta 
kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten 
Natuna. Hakikat pembangunan ekonomi tersebut 
adalah memberi peluang yang sama antara 
perempuan dan laki-laki dan tidak ada diskriminasi 
(ILO, 2016).
Beberapa kegiatan pemanfaatan perikanan 
skala kecil pada persiapan penangkapan ikan, 
penangkapan ikan dan paska penangkapan ikan 
disebut tidak adil gender, karena keputusannya 
tidak dapat diakses dan dikontrol oleh perempuan. 
Ketidakadilan gender (gender inequality) 
tersebut menurut (Anonim, 2015) lebih banyak 
dipengaruhi oleh norma sosial. Kesenjangan 
gender yang dibahas pada penelitian ini meliputi 
akses (kesempatan/peluang) dan kontrol 
(wewenang/kekuasaan) perempuan di dalam 
proses pengambilan keputusan (Villamor, Meine, 
Utkur, Ma Elena, & Delia, 2014) pada kegiatan 
persiapan penangkapan ikan, penangkapan ikan, 
dan paska penangkapan ikan. Akses adalah 
kesempatan (opportunity) memanfaatkan program 
pembangunan atau sumber daya. Kontrol adalah 
wewenang untuk menentukan pemanfaat program 
pembangunan atau sumber daya dan siapa yang 
menggunakannya. Partisipasi adalah keterwakilan 
laki-laki dan perempuan di dalam berbagai program 
atau sumber daya. Pada kekerabatan patrilineal 
di Natuna, perempuan biasanya mendapat akses 
untuk berpartisipasi, namun tidak mendapat 
kontrol. Kontrol tersebut merupakan salah satu 
faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender di 
Natuna.
1. Kesenjangan gender pada persiapan 
penangkapan ikan
Proses pengambilan keputusan pada 
persiapan penangkapan ikan, meliputi keputusan 
tentang penentuan lokasi penangkapan ikan, 
penentuan alat tangkap yang digunakan untuk 
menangkap ikan, keputusan mengganti dan 
membeli alat tangkap baru, serta keputusan tentang 
pengelolaan investasi. Empat kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan yang keputusannya dapat 
ditentukan perempuan bersama laki-laki, karena 
terkait erat dengan sumber ekonomi rumah tangga 
(Fitriana & Kurufat, 2020). Tabel 1 menunjukkan 
fenomena akses dan kontrol perempuan tentang 
pengambilan keputusan penentuan lokasi 
penangkapan ikan, menentukan alat tangkap ikan, 
membeli alat tangkap ikan baru, serta mengelola 
investasi penangkapan ikan. 
Pada Kecamatan Bunguran Selatan, 
Bunguran Timur, dan Kecamatan Bunguran Timur 
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Laut, akses dan kontrol perempuan terhadap 
keputusan penentuan lokasi penangkapan ikan 
dapat dikatakan tidak ada, meskipun perempuan 
mengetahui pada komunitas perikanan terjadi “jual 
beli” koordinat lokasi penangkapan ikan. Fenomena 
penjualan jual beli koordinat ini tidak pernah terjadi 
di perairan lain di Indonesia. Keputusan penentuan 
lokasi penangkapan ikan 100% didominasi oleh 
laki-laki. Keputusan terjadi pada siang hari ketika 
nelayan berkumpul pada warung kopi di tempat 
pendaratan ikan. Keputusan itu diambil pada 
tempat yang tidak pernah ada perempuan.
Tabel 1 menunjukkan bahwa pada Kecamatan 
Pulau Tiga, 66,7% keputusan penentuan lokasi 
penangkapan ikan didominasi oleh laki-laki. 
Keputusan ini terjadi saat berkumpul nelayan 
mendiskusi perkembangan lokasi penangkapan ikan 
di tempat pendaratan ikan, sementara perempuan 
tidak ada pada tempat tersebut. Sebanyak 33,3% 
keputusan penentuan lokasi penangkapan ikan 
adalah kompromi antara laki-laki dan perempuan 
dan terjadi di rumah responden. Sementara di 
Bunguran Utara, keputusan 100% diambil atas 
dasar kesepakatan laki-laki dan perempuan di 
tempat tinggal mereka sebelum melaut. Keputusan 
kompromi tersebut bisa terjadi karena biaya untuk 
“pembelian koordinat” lokasi penangkapan ikan 
akan menggunakan biaya rumah tangga. 
Akses dan kontrol terhadap keputusan 
penentuan jenis alat tangkap didominasi oleh 
laki-laki. Dominasi keputusan laki-laki sangat 
dominan di Kecamatan Bunguran Selatan, 
Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, dan 
Bunguran Utara. Pada Kecamatan Bunguran 
Timur Laut, dan Pulau Tiga, akses perempuan 
terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan 
melalui kompromi dengan laki-laki, masing-masing 
20% dan 33,3% (Tabel 1). Peluang perempuan 
di dalam mengambil keputusan penentuan jenis 
alat tangkap ikan dapat dikatakan tidak terjadi. 
Demikian juga dengan kontrol (kewenangan) 
perempuan terhadap keputusan penentuan alat 
tangkap tersebut. Kesetaraan gender di Kabupaten 
Natuna yang memberi peluang dan kewenangan 
penentuan alat tangkap kepada perempuan 
dapat dikatakan belum terwujud. Pada pemilihan 
jenis alat tangkap tersebut keputusannya tidak 
mempengaruhi keuangan rumah tangga. Alat 
tangkap tersebut diperoleh dari “toke”1 dengan 
sejumlah persyaratan yang ditetapkan “toke”.
Pada pembelian alat tangkap ikan baru, 
akses dan kontrol perempuan terhadap pembelian 
alat tangkap baru di Kecamatan Bunguran Utara, 
Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur 
Laut, dan Kecamatan Pulau Tiga diperoleh 
melalui kompromi laki-laki dan perempuan. 
Keputusan kompromi laki-laki dan perempuan 
yang paling tinggi terdapat di Bunguran Utara 
(100%), sementara di Kecamatan Bunguran Timur 
(10,5%), Bunguran Timur Laut (5,3%), dan Pulau 
Tiga (33,3%). Kompromi pengambilan keputusan 
itu dilakukan karena pembelian alat tangkap baru 
itu memerlukan uang, yang dapat mempengaruhi 
keuangan rumah tangga.  
Kompromi dalam pengelolaan investasi 
penangkapan ikan ditemukan di Bunguran Utara 
(100%), Bunguran Selatan (87,5%), dan Bunguran 
Timur Laut (60%) (Tabel 1). Keputusan tersebut 
Tabel 1.Kesenjangan Gender pada Pengambilan Keputusan Persiapan Penangkapan Ikan di Natuna, 2019.
Kecamatan N









(a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c)
Bunguran 
Selatan 
8 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100 0 0 12,5 0,0 87,5
Bunguran Timur 19 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 89,5 0 10,5 68,4 0,0 31,6
Bunguran Timur 
Laut 
15 100,0 0,0 0,0 80,0 0,0 20,0 94,7 0 5,3 40,0 0,0 60,0
Bunguran Utara 5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0 0 100 0,0 0,0 100,0
Pulau Tiga 5 66,7 0,0 33,3 66,7 0,0 33,3 66,7 0 33,3 66,7 0,0 33,3
Keterangan: N = jumlah responden; (a) dominasi laki-laki; (b) dominasi perempuan; (c) dominasi laki-laki dan perempuan.
Sumber: Data Primer Diolah, 2019
1Toke adalah pedagang ikan antar pulau yang memberi modal atau biaya kepada nelayan Kabupaten Natuna untuk menangkap ikan 
dan menjadi supplier ikan untuk eksportir di Tanjung Balai Karimun dan Batam.
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menurut Damsar & Indrayani (2009) disebut 
keputusan keterlekatan gender yang solid (strong 
gender equality). Sementara kesetaraan gender 
dalam pengelolaan investasi di Bunguran Timur 
(31,6%), dan Pulau Tiga (33,3) disebut sebagai 
kesetaraan gender yang rapuh (fragile gender 
equality).  
2. Kesenjangan gender pada kegiatan 
penangkapan ikan
Pada kegiatan penangkapan ikan, 
perempuan tidak melakukan kegiatan penangkapan 
ikan secara langsung di laut karena norma yang 
berlaku dipersepsikan demikian. Dominasi laki-laki 
di dalam mengambil keputusan lama melaut dan 
jumlah tenaga kerja saat melaut terlihat dari 
jawaban responden di Kecamatan Bunguran 
Selatan dan Kecamatan Bunguran Timur 
(Tabel 2). Penelitian yang dilakukan oleh Zulham 
et al. (2017) & Zulham, (2020) menunjukkan 
bahwa di Kabupaten Natuna, keputusan nelayan 
lama melaut itu ditentukan ketika nelayan berkumpul 
di tempat pendaratan ikan bersama pedagang 
ikan setempat (toke), penentuan ini terkait 
dengan perbekalan melaut yang harus disediakan 
toke. Selain itu, dalam melakukan penangkapan 
ikan di laut, nelayan perikanan skala kecil 
Kabupaten Natuna dilakukan bersama kerabat 
dekat.    
Keputusan menentukan lama melaut 
dan jumlah tenaga kerja yang melaut di 
Kecamatan Bunguran Selatan dan Bunguran 
Timur menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki. 
Akses (kesempatan) dan kontrol (kewenangan) 
perempuan terhadap hal itu dapat dikatakan 
tidak ada. Hal ini menunjukkan pengaruh toke 
sangat kuat dan mempengaruhi relasi gender 
pada dua kecamatan itu. Toke telah berinvestasi 
membiayai kegiatan penangkapan ikan, sehingga 
keinginan toke harus diikuti. 
Namun, akses dan kontrol perempuan 
terhadap keputusan lama melaut dan jumlah tenaga 
kerja saat melaut pada responden di Kecamatan 
Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, dan 
Kecamatan Pulau Tiga menunjukkan perempuan 
di Kecamatan tersebut mendapat peluang dan 
wewenang yang sama, artinya dominasi toke 
mulai berkurang pada tiga kecamatan tersebut. 
Keputusan kompromi tentang lama melaut di 
Bunguran Utara, Bunguran Timur Laut, dan Pulau 
Tiga masing-masing adalah 100%, 46,7%, dan 
66,7%. Sementara tentang penggunaan tenaga 
kerja untuk melaut di Bunguran Utara 100%, 
Bunguran Timur Laut 53,3%, dan Pulau Tiga 
33,3%. Masyarakat di kecamatan tersebut telah 
berinteraksi dengan masyarakat pendatang dalam 
aktivitas penangkapan ikan. Hal ini terjadi sejak 
adanya program bantuan dan program SKPT 
yang mendorong nelayan setempat bekerja sama 
dengan nelayan pendatang terkait dengan transfer 
teknologi serta ketrampilan melaut. Interaksi 
ini berpengaruh terhadap keputusan kompromi 
laki-laki dan perempuan karena terkait dengan 
pendapatan rumah tangga.
Keputusan kompromi terjadi dipengaruhi 
adanya interaksi dengan pedagang ikan dari 
Batam serta dari Tanjung Balai Karimun. Interaksi 
tersebut juga berpengaruh terhadap relasi gender 
tentang lama menangkap ikan dan penentuan 
pekerja yang melaut yang menentukan perolehan 
pendapatan rumah tangga nelayan.
3. Kesenjangan gender paska panen 
(penangkapan) ikan
Relasi gender pada kegiatan paska panen 
ikan terkait dengan penentuan lokasi mendaratkan 
ikan, alokasi penjualan hasil tangkapan, dan sistem 
penjualan hasil tangkapan. Perempuan, walaupun 
tidak melaut namun partisipasinya mempengaruhi 
kegiatan tersebut. Akses dan kontrol perempuan 
Tabel 2. Kesenjangan Gender untuk Pengambilan Keputusan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan, 2019.
Kecamatan N
Lama Melaut (%) Jumlah Tenaga Kerja (%)
(a) (b) (c) (a) (b) (c)
Bunguran Selatan 8 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Bunguran Timur 19 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Bunguran Timur Laut 15 53,3 0,0 46,7 46,7 0,0 53,3
Bunguran Utara 5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Pulau Tiga 5 33,3 0,0 66,7 66,7 0,0 33,3
Keterangan:
N = jumlah responden; (a) dominasi laki-laki; (b) dominasi perempuan; (c) dominasi laki-laki dan perempuan.
Sumber: Data Primer Diolah, 2019
164
Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2 Tahun 2020: 159-168
Copyright © 2020, MARINA
yang lemah dalam penentuan lokasi pendaratan 
ikan pada lima kecamatan di Natuna menunjukkan 
perempuan tidak diberi akses di dalam keputusan 
menentukan lokasi pendaratan ikan, tetapi 
dipengaruhi oleh toke ikan. Toke ikan Natuna 
telah memberi modal kegiatan penangkapan 
ikan sehingga penentuan lokasi dikendalikan 
oleh nelayan bersama toke. Beberapa nelayan 
yang tidak tergantung pada toke, keputusan 
mendaratkan ikan ditentukan dengan keputusan 
bersama, karena perempuan (istri nelayan) 
selanjutnya akan memasarkan hasil tangkapan itu 
ke pasar. Akses dan kontrol perempuan seperti 
itu hanya terjadi pada beberapa responden di 
Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur 
Laut, dan Kecamatan Pulau Tiga. Keputusan ini 
sangat rapuh dan dapat berubah jika responden 
tersebut menerima modal atau biaya melaut dari 
toke ikan Natuna. Perubahan ini dapat terjadi 
karena koperasi nelayan di Natuna masih belum 
berfungsi.
Fenomena kesenjangan gender tentang 
keputusan alokasi penjualan hasil tangkapan erat 
kaitannya dengan keputusan penentuan lokasi 
pendaratan ikan. Alokasi penjualan tersebut 
berkaitan dengan tujuan kerja sama yang 
dibangun toke ikan dari luar Natuna dan toke ikan 
Natuna dengan nelayan perikanan skala kecil. 
Kerja sama tersebut adalah untuk mendapatkan 
alokasi hasil tangkapan nelayan untuk dijual ke 
pasar ekspor (Singapura), sehingga akses dan 
kontrol perempuan terhadap keputusan alokasi 
penjualan hasil tangkapan sangat terbatas seperti 
di Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan 
Bunguran Timur Laut. Di Kecamatan Pulau Tiga, 
akses keputusan kompromi laki-laki dan perempuan 
tentang alokasi penjualan cukup besar karena ikan 
yang dijual harus dikumpulkan di tempat responden 
Tabel 3. Kesenjangan Gender pada Pengambilan Keputusan Tempat Pendaratan, Alokasi Penjualan dan Sistem 




Alokasi Penjualan Hasil 
Tangkapan (%)
Sistem Penjualan Hasil 
Tangkapan (%)
(a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c)
Bunguran Selatan 8 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5
Bunguran Timur 19 84,2 0,0 15,8 84,2 0,0 15,8 94,7 0,0 5,3
Bunguran Timur Laut 15 80,0 0,0 20,0 73,3 0,0 26,7 66,7 0,0 33,3
Bunguran Utara 5 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Pulau Tiga 5 66,7 0,0 33,3 33,3 0,0 66,7 33,3 0,0 66,7
Keterangan:
N = jumlah responden; (a) dominasi laki-laki; (b) dominasi perempuan; (c) dominasi laki-laki dan perempuan.
Sumber: Data Primer Diolah, 2019.
sebelum diambil pedagang (toke) karena masalah 
transportasi. 
Pada Kecamatan Bunguran Timur dan 
Bunguran Timur Laut, kesenjangan gender terjadi 
di dalam menentukan penjualan hasil tangkapan. 
Pada dua kecamatan tersebut, keputusan 
kompromi laki-laki dan perempuan hanya 5,3% di 
Bunguran Timur dan 33,3% di Bunguran Timur Laut. 
Keputusan penjualan hasil tangkapan didominasi 
oleh laki-laki di Bunguran Timur (94,7%) dan 
Bunguran Timur Laut (66,7%), karena kegiatan 
penangkapan ikan sebagian besar responden 
dibiayai oleh toke, dengan demikian hasil tangkapan 
harus dijual kepada toke tersebut. Dengan 
demikian, perempuan tidak mendapat akses untuk 
mempengaruhi keputusan tersebut.  Di Kecamatan 
Bunguran Selatan, keputusan pembayaran hasil 
penangkapan ikan dan penggunaan pendapatan 
merupakan keputusan kompromi antara laki-laki 
dan perempuan. Keputusan tersebut menunjukkan 
istri nelayan diberi kesempatan dan wewenang 
didalam pengambilan keputusan (Tabel 4). 
Sementara di Kecamatan Bunguran Utara, 
sistem pembayaran 100% merupakan keputusan 
yang didominasi oleh laki-laki, hal ini berkaitan 
erat dengan kebiasaan nelayan skala kecil yang 
menerima biaya operasi penangkapan ikan dari 
toke, sehingga nelayan punya kewajiban membayar 
pinjaman tersebut. Penggunaan pendapatan 
hasil penangkapan ikan setelah dikeluarkan 
pinjaman biaya penangkapan ikan merupakan 
keputusan kompromi laki-laki dan perempuan. 
Keputusan kompromi penggunaan pendapatan 
pada responden di Bunguran Selatan, Bunguran 
Utara, dan Pulau Tiga menujukkan istri nelayan 
perikanan skala diberi wewenang mengelola 
uang tersebut untuk keperluan ekonomi rumah 
tangga (Tabel 4). 
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Pada Kecamatan Bunguran Timur dan 
Bunguran Timur Laut, keputusan penggunaan 
pendapatan hasil penjualan ikan dan sistem 
pembayaran hasil penangkapan ikan merupakan 
keputusan yang didominasi laki-laki. Akses dan 
kontrol perempuan terhadap keputusan itu sangat 
terbatas, hal itu dapat dilihat dari keputusan 
kompromi laki-laki dan perempuan di Bunguran 
Timur (21,1%) dan Bunguran Timur Laut (20,0%) 
terkait penggunaan pendapatan; serta keputusan 
kompromi pada sistem pembayaran hasil 
penjualan pada kedua kecamatan masing-masing 
10,5% dan 26,7% (Tabel 4). Hal ini menunjukkan 
peran toke sangat besar dan mempengaruhi 
penggunaan pendapatan hasil tangkapan dan 
sistem pembayaran.
STRATEGI MENUJU KESETARAAN GENDER 
PADA PERIKANAN SKALA KECIL
Kesenjangan gender karena dominasi peran 
laki-laki adalah hal yang umum pada perikanan 
skala kecil di Kabupaten Natuna. Dominasi laki-laki 
Tabel 4. Kesenjangan Gender pada Proses Pengambilan Keputusan Penggunaan Pendapatan dan  
              Sistem Pembayaran.
Kecamatan N Penggunaan Pendapatan (%) Sistem Pembayaran (%)
(a) (b) (c) (a) (b) (c)
Bunguran Selatan 8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Bunguran Timur 19 78,9 0,0 21,1 89,5 0,0 10,5
Bunguran Timur Laut 15 80,0 0,0 20,0 73,3 0,0 26,7
Bunguran Utara 5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Pulau Tiga 5 33,3 0,0 66,7 33,3 0,0 66,7
Keterangan:
N = jumlah responden; (a) dominasi laki-laki; (b) dominasi perempuan; (c) dominasi laki-laki dan perempuan.
 
Sumber: Data Primer Diolah, 2019
terhadap keputusan-keputusan yang diambil 
dalam memanfaatkan perikanan skala kecil di 
Kabupaten Natuna terjadi karena kebiasaan 
nelayan setempat. Tabel 5 menunjukkan strategi 
menuju kesetaraan gender (gender equality) 
sebagai implikasi kesenjangan gender yang terjadi 
pada perekonomian dan perikanan skala kecil di 
Natuna. Kesenjangan gender pada masyarakat 
perikanan di dalam pemanfaatan perikanan skala 
kecil disebabkan juga oleh terbatasnya daya serap 
pasar tenaga kerja terhadap perempuan. Padahal 
potensi perempuan berpartisipasi di dalam 
berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Natuna 
dapat diandalkan. Sebagai contoh, partisipasi 
perempuan pada kegiatan menangkap ikan teri di 
pesisir pantai untuk olahan teri kering dan pede’ 
yang sering dilakukan beberapa perempuan dari 
Desa Cemaga, Cemaga Selatan dan Cemaga 
Utara Kecamatan Bunguran Selatan. Hal ini 
menunjukkan perempuan dapat berpartisipasi pada 
program pembangunan perikanan skala kecil. Oleh 
sebab itu, program pembangunan perikanan skala 
Tabel 5. Kesenjangan Gender dan Strategi Menuju Kesetaraan Gender pada Perikanan Skala Kecil di Natuna, 
               2019.
No. Kesenjangan Gender Strategi Menuju Kesetaraan Gender
1. Kesenjangan pendapatan laki-laki dan perempuan 
pada perekonomian Natuna
Pemerintah daerah harus merancang program 
untuk membuka lapangan kerja perempuan dengan 
menstimulasi industri pengolahan skala rumah 
tangga menjadi skala kecil dan menengah, serta 
mendorong tumbuhnya industri pengolahan lain.
2. Kebiasaan mengambil keputusan di Tempat 
Pendaratan Ikan (tempat yang jarang diakses 
perempuan)
Melaksanakan kegiatan rutin untuk perempuan di 
TPI agar istri nelayan dapat beraktivitas pada lokasi 
tersebut.
3. Relasi nelayan dengan toke ikan Natuna untuk 
mendapat biaya operasi penangkapan ikan, pada relasi 
itu perempuan tidak diberi akses dan kontrol.
Melatih istri nelayan sebagai pengurus kapal 
penangkap ikan
4. Relasi nelayan dengan toke ikan dari luar Natuna, pada 
relasi ini perempuan hanya diberi akses dan wewenang 
terbatas
Melatih istri nelayan sebagai pengurus kapal 
penangkap ikan
Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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kecil harus memperhatikan kebutuhan perempuan, 
seperti menyediakan bantuan alat tangkap teri 
sesuai dengan spesifikasi yang dapat digunakan 
perempuan.
Di Kabupaten Natuna, industri pengolahan 
yang berkembang umumnya industri rumah 
tangga, seperti usaha pengasapan ikan, 
usaha pembuatan pede’ (penyedap dari 
ikan teri), usaha pengolahan ikan teri serta 
usaha pembuatan amplang. Namun industri 
pengolahan ini kontribusinya sangat kecil dalam 
struktur perekonomian Kabupaten Natuna (BPS 
Kabupaten Natuna, 2020). Pemerintah daerah 
harus merancang program yang mendorong 
usaha rumah tangga tersebut menjadi industri 
kecil dan menengah pengolahan hasil perikanan, 
atau memfasilitasi industri pengolahan baru 
(seperti pemanfaatan buah kelapa dan produk 
turunannya) yang menyerap tenaga kerja 
perempuan antara 5 sampai 10 orang. Industri 
yang terakhir ini dapat menjadi penyangga 
kehidupan ekonomi rumah tangga nelayan.
Kesenjangan gender ditentukan oleh akses 
terhadap tempat pendaratan ikan di Natuna. 
Lokasi tersebut merupakan tempat berkumpul 
nelayan (laki-laki) serta sering digunakan sebagai 
tempat mengambil berbagai keputusan kegiatan 
penangkapan ikan. Keputusan yang dihasilkan 
adalah keputusan yang bias gender, karena tidak 
melibatkan perempuan, karena perempuan tidak 
pernah berada pada tempat pendaratan ikan 
tersebut. Tempat pendaratan ikan merupakan 
lokasi strategis untuk membangun komunikasi antar 
nelayan, sehingga tempat tersebut harus dijadikan 
sebagai basis kegiatan ekonomi istri nelayan. 
Program-program pemberdayaan ekonomi istri 
nelayan (seperti pengasapan ikan, pengolahan ikan 
atau fillet ikan) untuk pengembangan perekonomian 
Natuna harus terkoneksi atau beraktivitas di 
tempat pendaratan ikan. Sehingga, keputusan 
jenis ikan yang ditangkap dan didaratkan nelayan 
di tempat pendaratan ikan akan sesuai dapat 
memenuhi permintaan usaha yang dikembangkan 
istri nelayan.
Relasi nelayan dengan pedagang ikan 
Natuna serta pedagang ikan dari luar Natuna 
terhadap keputusan biaya penangkapan ikan 
menghasilkan keputusan yang bias gender, karena 
akses perempuan pada relasi tersebut relatif 
tidak ada dengan toke ikan Natuna dan sangat 
terbatas dengan toke ikan dari luar Natuna. Akses 
perempuan dengan toke ikan tersebut dapat dirintis 
dengan mengikutsertakan istri nelayan menjadi 
pengurus untuk mengelola kapal penangkapan 
ikan.  Keikutsertaan istri nelayan mengurus kapal 
ikan bermanfaat untuk mengatur cash flow usaha 
penangkapan ikan (yang terkait dengan toke ikan), 
menjadi sarana untuk melakukan transformasi 
usaha perikanan skala kecil di Natuna one day 
fishing menjadi usaha perikanan komersial yang 
menangkap ikan lebih dari satu hari per trip. 
Keikutsertaan perempuan mengurus armada 
penangkapan ikan (terutama perbekalan melaut 
dan keuangan) harus didorong agar armada 
perikanan tangkap menjadi armada yang besar 
dan mempunyai pengaruh pada perekonomian 
Natuna. Peran yang demikian telah ditunjukkan 
oleh perempuan yang menjadi pengurus armada 
perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Bitung. Peran perempuan dalam urusan domestik 
diatur dengan memanfaatkan pihak lain (warung 
makan serta menggunakan tenaga kerja bayaran 
untuk mengurus rumah).
PENUTUP
Relasi laki-laki dan perempuan menjadi 
bagian penting dalam membangun perekonomian 
dan pengembangan perikanan skala kecil di 
Kabupaten Natuna. Kontribusi perempuan pada 
berbagai aktivitas di dalam kegiatan persiapan 
penangkapan ikan, penangkapan ikan, dan 
paska penangkapan ikan masih terbatas. Di 
Kabupaten Natuna terdapat lapangan usaha yang 
kontribusinya kecil dalam perekonomian, namun, 
mampu menampung tenaga kerja perempuan 
dalam jumlah besar (Lapangan Usaha Industri 
Pengolahan). Lapangan usaha ini harus didorong 
dengan program pembangunan agar skala 
usahanya berubah tidak lagi skala usaha rumah 
tangga. Pada sisi lain terdapat lapangan usaha 
yang kontribusinya besar (Pertambangan dan 
Penggalian), tetapi penyerapan tenaga kerjanya 
terbatas karena skill yang dipersyaratkan untuk 
dapat bekerja pada lapangan usaha tersebut. Oleh 
sebab itu, skill tenaga kerja laki-laki dan perempuan 
untuk lapangan usaha seperti ini harus disiapkan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. 
Pada relasi gender perikanan skala kecil di 
Kabupaten Natuna, peran toke (pedagang) Natuna 
dan dari luar Natuna sangat berpengaruh. Oleh 
sebab itu, pemerintah daerah perlu melibatkan 
toke agar pembangunan ekonomi masyarakat 
perikanan di Kabupaten Natuna dapat berkembang. 
Toke ikan tersebut perlu dijadikan mitra kerja 
sama pemerintah di dalam melakukan program 
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pengarusutamaan gender untuk mewujudkan 
berfungsinya SKPT dan mengembangkan tempat 
pendaratan ikan. Toke ikan tersebut perlu dijadikan 
mitra untuk menumbuhkan bisnis pengolahan ikan 
pada tempat pendaratan ikan sehingga kehadiran 
perempuan pada tempat tersebut dapat terwujud. 
Program untuk mewujudkan kesetaraan 
gender menjadi momentum penting yang dapat 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
pembangunan ekonomi di Natuna. Partisipasi 
tersebut dapat dirancang Pemerintah Daerah 
Kabupaten Natuna melalui program yang 
memberikan ruang kepada perempuan dengan 
melakukan trasformasi industri skala rumah tangga 
yang menggunakan tenaga kerja dalam keluarga 
menjadi industri kecil dan menengah yang 
menampung 5 sampai 10 tenaga kerja perempuan 
dengan upah yang adil.  
Membangun akses dan mobilisasi kegiatan 
pemberdayaan ekonomi istri nelayan ke tempat 
pendaratan ikan, sehingga kegiatan tersebut dapat 
menghasilkan keputusan yang adil gender. Oleh 
sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna 
harus merancang program peningkatan kapasitas 
perempuan (istri nelayan), yang terkait dengan 
manajemen usaha perikanan sehingga perempuan 
dapat menjadi bagian dari pengelolaan aktivitas 
kapal penangkapan ikan, dan melalui mereka sistim 
penangkapan ikan di Natuna dapat dikembangkan 
menjadi perikanan skala komersial. 
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